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Dalam hukum waris di Indonesia, dikenal kewarisan secara undang-undang dan secara surat wasiat. Surat
Wasiat merupakan instrument bagi Pewaris apabilaingin memberikan harta yang dimilikinya kepada
seseorang yang ia kehendaki. Namun, pada praktiknya surat wasiat digunakan untuk alat bagi seseorang
untuk menguasai keseluruhan harta benda yang dimiliki oleh pewaris atau bahkan pewarisnya sendiri yang
ingin memberikan kepada seseorang sesuai dengan keinginannya. Penelitian ini memaparkan aspek hukum
waris di Indonesia dengan fokus utama pada penggunaan dan peran surat wasiat. Analisis ini mencakup
deskripsi dan pengaturan dari surat wasiat, serta proses transfer harta warisan dan penanganannya dalam
kasus sengketa. Meskipun surat wasiat digunakan sebagai alat hukum yang sah untuk mendistribusikan
harta, hukum waris Indonesia telah menetapkan sejumlah batasan untuk melindungi hak-hak ahli waris,
termasuk anak-anak dan pasangan pewaris. Konsep "legitime portie" atau bagian minimum dari harta yang
harus diberikan kepada ahli waris tertentu, dijelaskan dalam penelitian ini sebagai cara untuk memastikan
keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta. Ahli waris yang merasa bahwa hak |egitime portie
mereka belum terpenuhi dapat memanfaatkan hak "inkorting”, yaitu proses hukum yang memungkinkan
mereka untuk menuntut penyesuaian atau pengurangan bagian harta yang diberikan melalui surat wasiat.
Penelitian ini juga membahas alasan pembatal an surat wasiat. Bahwa pelanggaran terhadap legitime portie
tidak menjadi dasar pembatalan surat wasiat, melainkan penyelewengan terhadap syarat formil yang
memungkinkan untuk membatalkan surat wasiat. Secara keseluruhan, hukum waris di Indonesia

menci ptakan keseimbangan antara hak pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan hak-hak ahli waris,
terutama dalam konteks hak "legitime". Penelitian ini menunjukkan bagai mana hukum waris berfungsi
untuk menjaga keadilan dan kesgjahteraan ahli waris dalam pembagian harta warisan.

...... In Indonesian inheritance law, there are known types of inheritance through statutory provisions and
through testaments. A testament serves as an instrument for the testator if they wish to bequesth their
property to a person of their choosing. However, in practice, testaments are used as a tool for someoneto
control all the property owned by the testator or even for the testator themselvesto grant it to a person
according to their wishes. This study presents aspects of inheritance law in Indonesia with a primary focus
on the use and role of testaments. This analysis includes a description and arrangement of testaments, as
well asthe process of transferring inherited property and its handling in case of disputes. While a testament
isused asavalid legal tool to distribute property, Indonesian inheritance law has established a number of
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l[imitations to protect the rights of heirs, including children and spouses of the testator. The concept of
"legitime portie”, or the minimum portion of the property that must be given to certain heirs, is explained in
this study as a means to ensure balance and fairness in the division of property. Heirs who fedl that their
legitime portie rights have not been fulfilled can utilize the right of "inkorting", alegal process that alows
them to demand adjustment or reduction of the portion of the property given through the testament. This
study also discusses the reasons for the revocation of atestament, indicating that violation of the legitime
portie does not constitute grounds for the revocation of atestament, but rather deviations from formal
requirements that allow for the annulment of the testament. Overall, Indonesian inheritance law creates a
bal ance between the rights of the testator to make a testament and the protection of the rights of heirs,
especialy in the context of "legitime" rights. This study shows how inheritance law works to maintain
justice and the welfare of the heirsin the distribution of inheritance property.



